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PUTUSAN
Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Bm

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

Sa'ani  binti Muhammad Said, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dusun Mpori Lembo RT.009 RW.005 Desa
Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai
“Penggugat”;

melawan

Idhar bin A. Latif, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Dusun Mpori Lembo RT.009
RW.005 Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten
Bima, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima dengan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 28 Agustus
2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah pada tanggal 08 Maret 2017 bertepatan 10 Jumadil Tsaniah 1438
H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0062.005/111/2017 yang dikeluarkan
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 08
Maret 2017 ;
2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Dusun Mpori Lembo di RT.009 RW.004 Desa Mangge
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga kini telah
berlangsung 5 bulan dan belum dikaruniai seorang anak;
4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-
rukun saja, namun sejak akhir April 2017 sering terjadi pertengkaran terus-
menerus yang disebabkan sebagai berikut :
a.Bahwa  Tergugat selalu memunculkan masalah /sengaja mencari
masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus-menerus;

b. Tergugat suka egois;

c. Tergugat punya kebiasaan hidup santai, tidak mau mencari nafkah;

d. Tergugat suka keluyuran;

5. Bahwa akibat perselishan dan dan pertengkaran tersebut pada tanggal
27 Mei 2017, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal. Selama itu Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi
hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;

6. Bahwa sudah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan
oleh keluarga dan tokoh masyarakat nhamun tidak berhasil, karena Tergugat
tidak mengubris nasehat;

7. Bahwa selama perkawinan dengan Tergugat tidak pernah berlaku baik
pada Penggugat dan Tergugat seorang pemalas dan tidak mau mencari
nafkah dan sengaja menelantarkan Penggugat, sehingga Penggugat
cukup menderita dan sengsara selama pernikahan dengan Tergugat yang
sangat emosi dan keras;

8. Bahwa untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut, Penggugat telah

minta bantuan para orang tua/tokoh masyarakat untuk mendamaikan akan
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tetapi usaha tersebut sia-sia saja. Justru bapak Penggugat nyaris dibunuh
oleh keluarga Tergugat;

9. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,
maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan
Tergugat;

10. Bahwa Penggugat benar-benar orang tidak mampu berdasarkan surat
keterangan Kepala Desa Mangge Nomor :Kesra/1.8/67/VII/2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 19 Juli 2017 dan bukti
Penggugat tergolong warga miskin karena memiliki Kartu Peserta
Jamkesmas Nomor Kartu 0000845325099 juga Kartu Miskin Keluarga
Sa’ani /PHK bernomor 520.606.100.1002.22.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:

=

. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini karena miskin ;
B.Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan sedikit perubahan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara
Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penggugat Nomor 474/055/11.6/2017,
tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
cocok dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0062.005/111/2017, tanggal 08 Maret
2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. Jakariah bin Safruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT.006 Rw.005 Desa Mangge
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat malas mencari
bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah, suka keluyuran;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tinggal
selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama tinggal berpisah, Tergugat tidak pernah datang
menjenguk Penggugat;

2. Abdullah bin Mahmud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT.009 RW.005 Desa Mangge
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Desa Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja,
sehingga tidak bisa memberi nafkah, suka keluyuran;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tinggal
selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama tinggal berpisah, Tergugat tidak pernah datang
menjenguk Penggugat;
Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya

Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi
dasar gugatan cerainya adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi
nafkah dan Tergugat suka keluyuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil — dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat,
Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara
formil maupun materiil;

A. Penillaian bukti-bukti surat;
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1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalii gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi — saksi,
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten
Bima;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 08 Maret 2017 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang
terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga
tidak bisa memberi nafkah, suka keluyuran;

4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini
termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan
demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi
in judicio) dalam perkara a quo dan perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide :
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak
berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

» Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

» Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk rukun kembali;

» Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus
menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat
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tidak bisa memberi nafkah, maka dengan demikian unsur pertama tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka saat ini
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan
sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan namun
upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21
yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu
pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri
atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal
22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan
agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken married) sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum
dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi

sebagai berikut:

aslle o Ll lgdde 3llb g7 ) ax 1l aut, pac il Olg

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis
Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun

lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat
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berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in
shughra, maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu
ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian,
maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat serta
bukti P.1, terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan
Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lambu, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan
Agama Bima Nomor W22-A5/716/HK.05/VI111/2017, tanggal 03 Agustus 2017
selaku kuasa Pengguna Anggaran, maka biaya perkara harus dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2017;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (ldhar bin A. Latif) terhadap
Penggugat (Sa’ani binti Muhammad Said) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Bima tahun 2017 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami
Mulyadi, S.Ag.sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna
Wahyudi, S.H.l.,M.S.l.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh
Dra.St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.1.
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Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah
Rincian Biaya
Pendaftran . Rp. 0.0,-
Proses : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 294.000,-
Redaksi . Rp. 0.0-

Materai . Rp. 6.000,-
Jumlah . Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ););

SO
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Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs. H.Muhtar
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